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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2024/MS.Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah  Langsa  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK : 1174035101870002, lahir di  Langsa, tanggal  11 Januari

1987 (umur  37 tahun),  agama  Islam,  pendidikan  :

SLTA/Sederajat, pekerjaan : Mengurus rumah tanga,  tempat

tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx,

Gampong  PB.  Gampong  Pase,  Kecamatan  xxxxxx  xxxx,

xxxx  xxxxxx,  No.  Telp  dan  Domisili  elektronik:

chyntiatan097@gmail.com  /  08  5277554255  , selanjutnya

disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK : 1103210102900002, lahir di  Idi, tanggal  01 Februari 1990

(umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat,

pekerjaan : Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxx xxxxx

xxxx,  Gampong  xxxxx  xxx,  Kecamatan  xxxxx  xxxxx,

Kabupaten xxxx Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024

telah mengajukan cerai gugat yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah

Syar’iyah  Langsa  secara  elektronik  dengan  Nomor  50/Pdt.G/2024/MS.Lgs,

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota, xxxx xxxxxx,

karena  Kutipan  Akta  Nikah  yang  asli  rusak maka  Penggugat

menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  0149/007/VII/2018,

tertanggal 23 Februari 2024;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx,

Gampong  xxxxx  xxx,  Kecamatan  Darul  Ihsan,  Kabupaten  xxxx  Timur,

sampai pisah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah milik   orangtua

Penggugat  di  xxxxx  xxxxxxxx  xxx  xxxxxx  x  xxx  xxx  xxxxx  xxxxxx,

Gampong PB.  Gampong Pase,  Kecamatan xxxxxx  xxxx,  xxxx  xxxxxx,

sedangkan Tergugat  tetap  tinggal di  rumah  milik orang tua Tergugat di

xxxxx  xxxxx  xxxx Gampong  xxxxx  xxx,  Kecamatan  xxxxx  xxxxx,

Kabupaten xxxx Timur;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul

sebagaimana layak  nya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak yang bernama :

3.1  Taqim Aqbar Pangestu bin Juanda Fajar (LK), usia 6 tahun;

Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini  berada  dalam  asuhan

Tergugat;

4. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan  rukun  lebih  kurang 1  tahun,  akan  tetapi  sejak  tahun  2019

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok

secara terus menerus yang penyebabnya antara lain: 

 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi;

 Tergugat  berprilaku kasar  dan terkadang berujung pada tindak

kekerasan;

 Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

 Tergugat  tidak  mau  mendengar  nasehat  Penggugat  untuk

menjadi lebih baik;

 Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik terhadap Penggugat;
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Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar,  namun Tergugat tidak

pernah  berubah   untuk  menjadi  lebih  baik  yang  membuat  kehidupan

rumah tangga tidak rukun dan harmonis; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan  Tergugat  tersebut  terjadi  pada  tahun  2020  dengan  penyebab

seperti  tersebut  di  atas,  karena  Tergugat  tidak  pernah  berubah  dari

perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Penggugat

keluar  dari  rumah karena tidak sanggup lagi  hidup bersama Tergugat,

sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;  

6. Bahwa  pihak  keluarga  dan  perangkat  desa  sudah  pernah

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil  di  atas,  telah cukup alasan bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.9 Tahun  1975,  dan  untuk  itu

Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Mahkamah  Syar'iyah  Langsa

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughraTergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik, dan atas panggilan

tersebut  Penggugat  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  telah
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dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  ketidakhadirannya  tersebut  tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya

mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim

di  depan  persidangan  telah  memberikan  nasehat  dan  arahan  kepada

Penggugat  supaya  bersabar  untuk  tetap  mempertahankan  kelangsungan

pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang sah tidak pernah hadir di persidangan,

maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

bukti-bukti sebagai berikut:

I.  Surat: ibu Penggugat adik ipar Penggugat 996145401780119 14 Oktober 20

1. Fotocopy Kartu  Tanda  Penduduk  Kota  Langsa  Nomor

1174035101870002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas

kependudukan dan pencatatan sipil xxxx Timur, bermeterai cukup, oleh

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian

diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Duplikat  Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/007/VII/2018,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota,

xxxx xxxxxx, bermeterai  cukup,  oleh Majelis Hakim  telah dicocokkan

dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi: 1 Tahun Supriyaningsih binti Yahmin dan Sudarmono bin Dasu

1. Supriadi Bin Sariman. di bawah sumpahnya menerangkan hal-

hal yang pada pokoknya sebagai berikut: karen Tergu

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi

adalah Ayah Sambung Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri

yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus  disebabkan  karena  Tergugat  KDRT  jika  bertengkar  dan

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi;

- Bahwa Tergugat mengakui kepada saksi benar telah melakukan

KDRT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak  tahun

2020  yang lalu  dan Penggugat  pulang dijemput  oleh  saya selaku

ayah sambung Penggugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat  dan Tergugat  sudah

tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;

- Bahwa  setahu  Saksi  penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil karena Tergugat

terus megulangi perbuatannya KDRT;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

2.  Riduwan Okib Bin Oka Ibrahim,  di bawah sumpahnya menerangkan

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: Penggugat 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi

adalah xxxx xxxxx;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri

yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus  disebabkan  karena  KDRT  dan   Tergugat  kurang

bertanggung jawab dalam hal menafkahi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak  tahun

2020 yang lalu;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat  dan Tergugat sudah

tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
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- Bahwa  setahu  Saksi  penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

diupayakan untuk didamaikan dan saat itu berhasil,  namun terulang

kembali Tergugat terus megulangi perbuatannya;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa  kemudian  Penggugat  memberikan  kesimpulan yang  pada

pokoknya  Penggugat  tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat,  sedangkan

Tergugat tidak bisa didengarkan keterangannya;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk  berita  acara

sidang perkara ini  yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Oleh  karena  Majelis  Hakim  tidak  terpenuhi  dan

Sehubungan  dengan  dikeluarkannya  Surat  dari  Ketua  Mahkamah Agung  RI

Nomor  185/KMA/HK.05/6/2019  Tentang  pemberian  dispensasi/izin  untuk

bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara  a quo  diperiksa dan diadili

oleh Hakim Tunggal;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974

Tentang Perkawinan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap

sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang

lain  sebagai  kuasanya  untuk  hadir  di  persidangan,  meskipun  berdasarkan

Relaas Nomor  50/Pdt.G/2024/MS.Lgs,  Jurusita  Mahkamah Syar’iyah Langsa

telah  menyampaikan  panggilan  secara  resmi  dan  patut,  oleh  karena  itu

Tergugat  harus dinyatakan tidak hadir  dan perkara ini  diperiksa dan diputus

secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016
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tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini,  karena berdasarkan ketentuan

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 01 Tahun 2016 proses

mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa selama  proses  persidangan berlangsung  Hakim

telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat

agar bisa  bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya

suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap

pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari

Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974

jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama  telah terpenuhi  dan  upaya damai harus dinyatakan tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai

Gugat  terhadap  Tergugat  sebagaimana  yang  didalilkan  dalam  surat

gugatannya,  pada  pokoknya  adalah  karena  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan antara Penggugat

dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  2020  yang  lalu  karena

Penggugat  pergi  meninggalkan Tergugat,  alasan mana telah  sesuai  dengan

alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor  9  tahun  1975  dan  Pasal  116  huruf  huruf  (f)  KHI  Tahun  1991,  oleh

karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak

pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk

menghadap  di  persidangan  dan  tidak  ternyata  ketidak  hadiran  Tergugat

tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya

maka Hakim menilai  bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di

depan sidang pengadilan; 

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum

dalam gugatan Penggugat,  maka sesuai  dengan ketentuan Pasal  283 RBg.

Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan
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ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim

perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau

orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta (dua) orang saksi, yang mana

Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang  bahwa  terhadap  bukti  P.1  dan  P.2,  yang  diajukan  oleh

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan

fotocopy sah dari  suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai  alat  bukti,  telah

bermaterai  cukup  dan  di-nazzegel serta  sesuai  dengan  aslinya,  dengan

demikian  alat  bukti  P.1  dan  P.2   itu  telah  memenuhi  persyaratan  formil.  Di

samping  itu,  alat  bukti  P.1  dan  P.2  tersebut  memuat  keterangan  yang

menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

persyaratan materil.  Berdasarkan hal  itu,  maka alat  bukti  P.1 dan P.2 harus

dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  a  quo,  terbukti  bahwa

Penggugat  adalah orang yang identitasnya sama dengan yang tertera pada

gugatan Penggugat, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2,  terbukti  bahwa Penggugat

dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat

pada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Langsa  Kota,  xxxx  xxxxxx  dengan

demikian secara formil  Penggugat  adalah pihak yang berkepentingan dalam

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  dua  orang  saksi  diajukan

Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi

kedua  Penggugat  telah  memenuhi  persyaratan  formil  karena  ia  telah  hadir

secara  pribadi  di  persidangan,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpahnya berdsasarkan apa yang diketahui olehnya, diperiksa satu persatu

dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  diketahui

ternyata keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok
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perkara,  di  samping  itu  keterangan  saksi  yang  satu  bersesuaian  dengan

keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-

176 RBg dan Pasal 308–309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang

diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  tertulis  dan  kedua  orang

saksi,  serta  dihubungkan  dengan  keterangan  Penggugat  di  persidangan,

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan

tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota, xxxx

xxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

dan  Pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  disebabkan  oleh  karena

Tergugat Sering melakukan KDRT dan Tergugat kurang bertanggung jawab

dalam hal menafkahi;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak

tahun 2020 yang lalu;

4. Bahwa  perselisihan  dan  Pertengkaran  Pengggugat  dan

Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  di  atas  ditambah dengan

keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum

bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada  lagi

keharmonisan.  Hal  tersebut  nampak  jelas  karena  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak tinggal bersama lagi sejak  tahun 2020 yang lalu hingga saat ini

karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  maka  Majelis

Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga

dengan  demikian  Majelis  Hakim  patut  menduga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-menerus.

Mempertahankan  kondisi  rumah  tangga  seperti  itu  hanyalah  sia-sia  belaka
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karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah

pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Artinya:  “Menolak  kemudaratan  lebih  utama  daripada  mengambil

manfaat”;

Menimbang,  bahwa  selain  itu  Penggugat  selama  dalam  persidangan

menunjukkan  sikap  dan  tekad  yang  kuat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat

meskipun  telah  diupayakan  perdamaian  melalui  nasihat  Hakim,  hal  mana

berarti  Penggugat  sudah  tidak  mau  lagi  mempertahankan  perkawinannya

dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebuah perceraian harus mempunyai  alasan yang

dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat

adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus

menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Yurisprudensi  dari  Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam

hal  terjadinya  perceraian  tidak  perlu  dan  tidaklah  patut  pecahnya  sebuah

bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang

menjadi  ukuran  adalah  pecahnya  rumah  tangga  itu  sendiri  dimana  antara

keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi; 

Menimbang  bahwa  oleh  sebab  itu,  tanpa  perlu  mencari  siapa  yang

menjadi  penyebab  dari  kondisi  tersebut,  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena

tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana

yang  diharapkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan  dan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah

sebagaimana  diharapkan  Pasal  3  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang
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Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT

dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  adalah,  Dia

menciptakan untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih

sayang,  sesungguhnya pada yang demikian itu  benar-benar  terdapat  tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami

dan  istri  sudah  tidak  ada  lagi  dan  telah  bertukar  menjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  berkepanjangan  sehingga  tujuan  hakiki  dari  institusi

perkawinan  dalam  pandangan  syarak  tidak  mungkin  terwujud,  maka  dalam

kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan,

setelah  itu,  keduanya  dapat  memperoleh  ketentraman  dan  kedamaian,

sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’

ayat 130 yang berbunyi:

Artinya:  “Dan  jika  suami  istri  bercerai  maka  Allah  akan  memberikan

ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha

Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”; 

Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  dinyatakan

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri

terus  menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah didapatkan di

persidangan,  jika  dikaitkan dengan  ketentuan  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi
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Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil

gugatan  Penggugat  sudah  terbukti,  berdasarkan  hukum dan  tidak  melawan

hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa gugatan Penggugat  termasuk bidang perkawinan,

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka  biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada  Penggugat  yang  besarnya

sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  bain  sughra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  oleh Ibnu  Rusydi,  Lc.,M.H., Hakim

Tunggal Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari  Rabu, tanggal  13 Maret 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah, putusan mana

dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka

untuk  umum dibantu  oleh Iqbal,  S.H.I.,  M.H.  sebagai  Panitera  Pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
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 Ibnu Rusydi, Lc, M.H.                                                 

Panitera Pengganti

                                           Iqbal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
a. Biaya pendaftaran Rp     30.000,00.-

b. Panggilan  pertama

Penggugat 

c. Panggilan  pertama

Tergugat 

Rp     10.000,00.-

Rp     10.000,00.-

d. Redaksi Rp     10.000,00.-
e. Pemberitahuan Putusan Rp     10.000,00.-

2. Biayaperkara:
a. ATK perkara Rp     70.000,00.-

b. Panggilan

c. Materai

Rp     50.000,00.-

Rp     10.000,00.-
d. Pemberitahuan Putusan Rp     26.000,00.-
Jumlah Rp   266.000,00.-

                           (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


